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“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya.”
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setiap musibah pasti dibalas, setiap hilangmu pasti diganti, setiap sabarmu
pasti dihargai. Kebaikan tidak datang kecuali setelah kamu berprasangka
baik.”
(Syaikh Abdul Aziz bin Baz)
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ABSTRAK

Adanya pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang, seperti yang kita
ketahui pungutan liar di jalan raya merupakan perbuatan yang merugikan orang
lain yaitu dengan cara meminta secara paksa dan meminta pungutan yang bukan
haknya untuk mendapatkan hasil yang diperoleh dari aksi pungutan tersebut.
Berdasarkan kasus pemugutan liar yang terjadi di Stasiun Kertapati Palembang
dalam beberapa tahun terakhir, ada 5 pelaku yang sudah diamankan oleh pihak
kepolisian. Dlihat dari hukum positif pelaku pemungutan liar terkena pasal 368
ayat | KUHP yang mana sanksi hukuman nya maksimum 9 tahun penjara. Namun
kenyataan dilapangan, setelah didata dan di bina oleh pihak kepolisisan, ke 5
pelaku ini dilepaskan dengan menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi
lagi aktivitasnya itu.

Adapun permasalahan yang diteliti ialah bagaimana penerapan sanksi
pidana bagi pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang dan
bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku
pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang. Metode Penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), jenis
data kualitatif dengan sumber data primer dan skunder. Peneliatan ini
menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Teknik
analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Penerapan sanksi pidana
terhadap pelaku pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang belum
sepenuhnya diterapkan secara efektif karena berbagai faktor dan kendala. Dari
hasil penelitian penulis terhadap Polsek Kertapati Palembang, mengenai
penerapan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan pungutan liar di
wilayah hukum Kepolisian Sektor Kertapati hanya dikenakan sanksi teguran
(Restorative justice), karena tidak diteruskan nya ke ranah pengadilan. Selain itu
Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Sanksi Pemungutan Liar,
Sanksi yang diberikan berupa ta’zir yang mana hukuman dan kadarnya
dikembalikan kepada Hakim yang tujuannya untuk mendidik dan memberikan
rasa jera kepada pelaku.

Kata kunci : Penerapan sanksi, Pemungutan liar, Ta’zir.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi
Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987
dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan
Huruf Nama Penulisan
Alif
Ba
Ta
Tsa
Jim
Ha
Kha
Dal
Zal
Ra
Zai
Sin

Syin
Sad
Dlod
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L Tho Th
L Zho Zh
¢ ‘Ain ’
¢ Gain Gh
e Fa F
K Qaf Q
&l Kaf K
d Lam L
o Mim M
O Nun N
P Waw W
A Ha H
c Hamzah ‘
S Ya Y
3 Ta (Marbutoh) T
2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas
vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).
1. Vokal Tunggal

__________________ Fathah

__________________ Kasroh

__________________ Dlommah



Contoh :

S = Kataba

N3 = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara
harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf Tanda Baca Huruf
< Fathah dan ya Ai adan i
B Fathah dan waw Au a dan u

Contoh :

s kaifa

s ‘ala

Jdss : haula

od :amana

gi : ai atau ay
3. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan

transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf Tanda Baca Keterangan
Ie Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas
s Kasroh dan ya I I dan garis di atas
Sl Dlommah dan waw U U dan garis di atas
Contoh :

Mlsaws J& 2 gala subhanaka
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Qbasyoba  : shama ramadlana
@) rama
dlaled  : fiha manafi’'u
Os S o5 yaktubiina ma yamkuriina
a¥ GundEd iz gala yisuf li abihi

4. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan
dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka
transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata
yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu
ditransliterikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

JukYl da s Raudlatulathfal
5 siall Aaall Al-Madinah al-munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah
tersebut.

Ly, = Robbana  J» = Nazzala

6. Kata Sandang
Diikuti oleh Huruf Syamsiah
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya
dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang lansung mengikutinya. Pola yang
dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :
Pola Penulisan
sl Al-tawwabu At-tawwabu
el Al-syamsu Asy-syamsu
Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf gomariah ditransliterasikan sesuai dengan
aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :
Pola Penulisan
el Al-badi’u Al-badi’u
a8l Al-gomaru Al-gomaru

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qgomariah, kata sandang
ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

7. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal
kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :
osals = Ta’khuziina < el = umirtu
slagdll = Asy-syuhada’u e Sl =  Fa'tibiha

8. Penulisan Huruf
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola
sebagai berikut :

Contoh Pola Penulisan

OB o sl Wl o) s Wainna laha lahuwa khair al-razigin

Ol el s S 1 58 5l Faaufii al-kailawa al-mizana
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas adalah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang
peranan vital dalam mempelancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena
dengan adanya lalu lintas, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan
kegiatannya untuk mememuhi perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat
dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju pekerjaan atau melakukan
pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaaan jalan raya'.

Transfortasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan atau
penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.> Transfortasi merupakan alat yang
memiliki esensi yaitu untuk mempermudah aktivitas masyarakat dalam mencapai
lokasi tujuan. Kemajuan zaman menuntut manusia unutk berlaku cekatan dan
memiliki totalitas dalam beraktivitas.

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan
yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya
setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu
kejahatan yang paling buruk diantara beberapa kejahatan lainnya yang terjadi di
jalan raya adalah pungli atau pungutan liar.

Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh setiap
subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung atau tidak
langsung terkait dengan penyalahgunaan keungan negara. Pungutan liar tidak
harus merugikan keungan negara atau perekonomian negara. Pungutan

! Muhammad Abdulkadir, “Hukum Pengangkut Niaga”, (Bandung: Citra Aditya Bakti),
1998, 7.
2 Abbas Salim, Manajemen Trnsfortasi, (Jakarta: Rajawali Pers), 2004, 6.



liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri
sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Pungutan liar atau disingkat pungli ini sebagaimana kejahatan-kejahatan yang
lain. Pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang
harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan-perbuatan yang
sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut
tanpa adanya penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya,
setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas
tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak
pidana pungutan liar (Pungli). Pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah
uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan
dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika dikaji lebih
dalam maka pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak
mempunyai landasan hukum. Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan
sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Keberadaan pungutan liar
(Pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu,
bahkan pungli menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, termasuk jenis
tindak pidana kriminalitas berat, karena tuntutan kondisi dan situasi yang memang
mendukung pada masa itu.?

Adapun faktor penyebab Pungutan Liar yaitu :*
Sifat tamak manusia;

Moral yang kurang kuat;

Penghasilan yang kurang mencukupi;
Kebutuhan hidup yang mendesak;

Gaya hidup yang konsumtif;

Malas atau tidak mau berkerja;

Ajaran agama yang kurang diterapkan;

Faktor kultural dan Budaya Organisasi;

XN A WD =

Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan hukum.

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga
masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli.
Akan tetapi kenyataan dilapangan, aparat penegak hukum dalam menindak setiap
pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat akan

3 Soedjino D. SH., Pungli analisa hukum & Kriminologi, Bandung: Sinar Baru, Cet.II, Maret
1983, 35.

4 https://riau.kemenag.go.id/artikel/40745/efektivitas-saber-pungli, diakses pada 17.30 WIB,
pada 25 Oktober 2017.



https://riau.kemenag.go.id/artikel/40745/efektivitas-saber-pungli,

menggunakan norma hukum yang terdapat pada Pasal 368 ayat 1 dan ayat 2
KUHP yang berbunyi (1) “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya
membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan,
dengan pidana penjara maksimum 9 tahun”. (2) “Ketentuan pasal 365 ayat kedua,
ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini”.>

Dalam agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang
untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya, sebagaimana Firman
Allah SWT, sebagai berikut:

35 215 L 1 1330 5 R0 AR 1 T4y 15085 iy i 0540 1506 Y5

Artinya:

* Kitab Undang-undang Hukum Pidana



“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil,
dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan
maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan
dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah/2:188)°

Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan perbuatan memakan
sesuatu yang bukan haknya.” Al-Qur’an adalah kitab suci umat islam sebagai
mukjizat sepanjang zaman yang berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh manusia,
sekalipun yang memanfaatkan dengan baik hanyalah orang-orang yang bertakwa.®

Seperti yang kita ketahui pungutan liar di jalan raya merupakan perbuatan
yang merugikan orang lain, yaitu dengan cara meminta secara paksa da meminta
pungutan yang tanpa haknya untuk mendapatkan hasil yang diperoleh dari aksi
pungutan. Hukum Islam memandang pungutan liar sebagai al-maksu. Al-maksu
adalah segala jenis pungutan dan cukai yang tidak dibenarkan dalam Islam,
pelakunya disebut al-makkas.’

Hukum Islam, sebagai bagian agama Islam, melindungi hak asasi manusia.
Hal ini dapat dilihat pada tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam tersebut yang
dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi pembuatan hukum Islam, yaitu Allah dan
Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum
Islam. Bahwa pungutan liar termasuk perbuatan yang tidak patut di contoh oleh
masyarakat, firman Allah Ta’ala, sebagai berikut:

Al e gl ol G0 s oW1 B 03 Gl Gsalls il e (il )

Artinya:

“Sesunggguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada
manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat
azab yang pedih” (QS. Asy Syura:42).1°

Dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan Islam adalah
untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Dengan mengambil
yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan
kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah

tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat
kelak.!!

¢ Qs. Al-Baqarah (188)

7 Ibrahim Hot, Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli, (Yogyakarta; CV. Budi Utama, 2017),
11.

8 Dudung Abdullah, Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan: Tafsir Analisis tentang
Term al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna ‘Alaallahi al-Kaziba, al-Daulah, Volume 7 Nomor
(Desember, 2018), 249.
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Salah satu kejahatan pungutan liar adalah yang dilakukan oleh sejumlah
oknum masyarakat di Stasiun Kertapati Palembang, yang mana diketahui bahwa
wilayah Stasiun Kertapati tersebut adalah wilayah hukum dari Polsek Kertapati.
Sejumlah oknum masyarakat ini mematok harga kisaran Rp. 5000 (Lima ribu
rupiah) dan biasanya meminta uang kepada pengemudi yang sedang menjemput
keluarga atau kerabat, driver taksi online dan penumpang. Aksi oknum
masyarakat ini dilakukan atas dalih sebagai uang tunggu penumpang dan sebagai
uang mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan dan aksi ini dilakukan
sesuai jadwal jam operasinal penumpang turun dari kereta.'?

Adapun berdasarkan kasus pemugutan liar di Stasiun Kertapati Palembang
dalam beberapa tahun terakhir, ada 5 pelaku yang sudah diamankan oleh pihak
kepolisian. Setelah didata dan di bina oleh pihak kepolisisan, ke 5 pelaku ini
selanjutnya dilepaskan dengan menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi
lagi aktivitasnya itu.!* Namun jika melihat kenyataannya dilapangan, masih
kedapatan oknum-oknum masyarakat yang melakukan pemungutan liar terhadap
pengguna jalan dan penumpang kereta api sampai sekarang.

Tindak pidana pungutan liar yang terjadi di Stasiun Kertapati Palembang ini
sudah sangat meresahkan karena seringkali oknum masyarakat ini meminta uang
bahkan dengan tindak pemaksaan. Seharusnya peristiwa ini menjadi pusat
perhatian bagi para penegak hukum agar tidak terjadi lagi tindakan pungutan liar
yang sampai menimbulkan kekerasasan dan keresahan atau paling tidak
meminimalisir tindak pidana pungutan liar pada masyarakat sekitar, driver taksi
online dan penumpang.'4

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakuan penelitian
dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemungutan Liar di
Stasiun Kertapati Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dari

penulisan skripsi ini adalah :

9. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemungutan liar di Stasiun
Kertapati Palembang?

10. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku
pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang?

12 https://sumsel.tribunnews.com/topic/pemalakan-di-depan-Stasiun-Kertapati diakses pada
16.50, pada tanggal 12 November 2019.
13

https://sumsel.tribunnews.com/2020/02/12/setelah-erik-ditangkap-kini-muncul-lagi-pemalak-di-st

asiun-kertapati-namanya-ratjib pada tanggal 12 Februari 2020.
14

https://sriwijayatv.tv/2019/11/14/pengemudi-online-keluhkan-pungli-di-depan-Stasiun-Kertapati/
pada tanggal 14 November 20219.
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C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dilihat dari permasalahan yang diteliti adalah

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemungutan liar di
Stasiun Kertapati Palembang.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaku
pemungutan liar di Stasiun Kertapati Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis

Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai
bahan penyusunan skripsi, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar
kesarjanaan dibidang hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Unuversitas
Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pemikiran
yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk
masuk ke dalam instansi-instansi penegak hukum maupun untuk praktisi yang
senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta
tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang
diteliti.

E. Penelitian Terdahulu

Karya hasil penelitian berupa buku, artikel, skripsi yang membahasa secara
khusus tentang peenerapan sanksi pidana pungutan liar telah banyak dijumpai,
berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dila Qoriah!® pada tahun 2020,
yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan
Batu Bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari” Penelitian ini berisi
tentang penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar terhadap angkutan batu bara
di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari dan untuk mengetahui kendala serta

5 Dila Qoriah, Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu
Bara di Desa Rantau puri kabupaten batanghari, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.



solusi dalam penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar di Desa Rantau Puri
Kabupaten Batanghari.

Hasil dari penelitian ini yaitu, Penegakan hukum pidana terhadap pelaku
pungutan liar angkutan batu bara di desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari,
penegakan ini belum optimal karena kasus pungutan liar tersebut tidak diteruskan
ke tingkat penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan,
melalui sistem peradilan pidana, sehingga pelaku tidak dijatuhkan sanksi pidana.
Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam
penegakan hukum terhadap pungutan liar pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Batanghari diantaranya tidak adanya undang-undang yang mengatur pungutan liar,
upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pungutan liar di Desa Rantau Puri
dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas
waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri
(quering system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran
pelayanan, serta transparan.

Adapaun persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan
penelitian yang dilakukan oleh Dila Qoriah, persamaaan nya ialah sama-sama
membahas tentang pungutan liar, sedangkan perbedaan nya ialah dari tempat
terjadinya pugutan liar, yaitu di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari dan
penelitian ini lebih memusatkan pada penegakan hukum bagi pelaku pungutan liar
terhadap supir batu bara.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rio Alhadid!'® pada tahun 2021, yang
berjudul “Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberantas
Pungutan Liar di Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang)” Penelitian ini
berisi tentang peranan satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam memberantas
pungutan liar di palembang dan faktor penghambat satuan tugas sapu bersih
pungutan liar dalam mengungkapkan tindak pidana pungutan liar.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, Satuan tugas sapu bersih pungutan liar
bahwa kasus praktek pungutan liar tidak serta merta menjadi kasus pidana, tetapi
menjadi kasus yang dapat diselesaikan secara pembinaan etik oleh instansi yang
berwenang. Selain itu dalam pelkasanaannya tidak ditemukan kesulitan yang
berarti, namun masih mininmnya aturan/SOP membuat pembagian kerja satuan
tugas sapu bersih pungutan liar tidak merata, dan dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi si pelaku.

Adapaun persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan
penelitian yang dilakukan oleh Rio Alhadid, persamaan penelitian saat ini dengan
penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pungutan liar, perbedaan nya

16 Rio Alhadid, Skripsi: Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam
Memberantas Pungutan Liar di Kota Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang), Fakultas
Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.



ialah penelitian ini lebih memusatkan pada peranan Satuan Tugas Sapu Bersih
dengan menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2016 tentang Sapuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sedangkan penulis lebih
memusatkan pada penerapan sanksi dan menggunakan Pasal 368 KUHP.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ridho Fras Sadewa!’ pada tahun
2019, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pungutan Liar Terhadap
Anglutan Baru Bara Yang dilakukan Oknum Masyarakat di Wilayah Hukum
Muara Enim” Penelitian ini berisi tentang pertanggungjawaban pidana pelaku
pungutan liar terhadap angkutan batu bara yang dilakukan masyarakat dan faktor
penyebab terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat terhadap
angkutan batu bara.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, Pertanggungjawaban para pelaku karena
telah memenuhi unsur pertanggungjawaban yaitu mampu bertanggung jawab,
kesenjangan dan kealpaan. Adapun faktor penyebab yang terbagi menjadi 2 yaitu
faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern dapat diuraikan menjadi 2 faktor
yaitu faktor pendidikan dan faktor individu, sedangkan faktor ekstern terbagi
menjadi 3 faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pekerjaan, dan faktor lingkungan.

Adapaun persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan
penelitian yang dilakukan oleh Redho Fras Sadewa, persamaan penelitian saat ini
dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pungutan liar dan
menggunakan pasal 368 KUHP, sedangkan perbedaan nya ialah dari tempat
terjadinya pungutan liar yaitu di wilayah hukum Muara Enim dan penelitian ini
lebih memusatkan pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pungutan liar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam peneltian yang
akan dilakukan dalam hal ini meliputi :
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu bahwa
peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena
dalam suatu keadaan alamiah.!8
2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang
disajikam dalam bentuk uraian atau verbal bukan data berbentuk angka.'

17 Redho Fras Sadewa, Skripsi: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pungutan Liar
Terhadap Angkutan Batu Bara Yang dilakukan Oknum Masyarakat di Wilayah Hukum Muara
Enim, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2019.

8 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, PT. Remaja Rosda Karya,
Bandung,2009, 26.

1% Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Y ogyakarta: Rakesarasin, 1996), 2.



b. Sumber Data
Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari suatu
objek yang diteliti dari hasil penelitian sedangkan sumber data merupakan
media dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapata diperoleh.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :
1) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek
yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Adapun data
primernya yaitu: Data lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber
yaitu kepolisian di Polsek Kertapati Palembang.
2) Data Skunder
Data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka
berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan
penulis teliti. Data skunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan
hukum primer, dan bahan hukum tersier.
a) Bahan hukum primer
1. Al-Qur’an
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
b) Bahan hukum tersier
Bahan hukum yang merupakan bahan atau data pendukung yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berasal dari
skripsi, buku-buku, media massa serta data-data lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Kertapati Palembang, bahwa terdapat
beberapa permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku
pemungutan liar di Stasiun Kertapati. Dengan pemilihan lokasi ini diharapkan
penelitian yang akan dilaksanakan akan memperoleh data yang cukup valid untuk
peyelesaian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk menjaring data yang diperlukan sebagai analisis dalam penelitian ini
makan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik komunikasi antara dua orang yang ingin
memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis
besar dua, yakni wawancara tak terstuktur dan wawancara terstuktur.
b. Studi Pustaka
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Studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data yang berkenan dengan
kajian-kajian terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemungutan liar
menurut Pasal 368 ayat 1 KUHP yang berfungsi sebagai pendukung analisis
yang berupa hasil penelitian ilmiah, opini, koran, tabloid dan data-data yang
dapat diakses dari internet mengenai persoalan tersebut.

5. Teknik Pengelolahan Data

Proses pengelolahan data dimulai dengan mengumpulkan semua data hasil
penelitian, kemudian peneliti melakukan pengkajian atas hubungan antara
berbagai data tersebut sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.

Teknik penegelolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pengelolahan kualitatif. Jadi, setelah semua data terkumpul, baik dalam bentuk
catatan, wawancara, foto, atau bentuk lainnya dapat dikaji secara lebih detail dan
lengkap.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari data sekunder selanjutnya akan diolah dan dianalisis
kemudian dianalisis secara kualitatif, yang berlaku pada kenyataan sebagai bahan
hukum primer dan hukum tersier yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data
sekunder. Data disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan
mengumpulkan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan proposal ini. Data
yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu
dengan cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada, kemudian
ditarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang
menjadi pedoman buku di kampus UIN Raden Fatah Palembang secara khusus
yang dilaksanakan dalam buku pedoman penyusunan skripsi UIN Raden Fatah
Palembang. Adapun untuk penulisannya sendiri akan dibagi menjadi beberapa
bagian, dimana pada sub bab tersebut memiliki penjelasannya masing-masing:

BAB I: PENDAHULUAN

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang
permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka
teori metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.
BAB II: TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini isi tentang pengertian: Pengetian penerapan sanksi pidana,
pengertian pelaku pungutan liar, pergertian Stasiun, serta pungutan liar dalam
Hukum Pidana Islam.
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BAB III: DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

P